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BAB IV
ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PEMIKIRAN

FAZLUR RAHMAN TENTANG ZAKAT SEBAGAI PAJAK

A. Analisis Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Penetapan Zakat Sebagai
Paj ak

Lahirnya pemikiran Fazlur Rahman tidak berasal daang hampa
tanpa ada dialektika dengan realitas sosial. Dendamikian sangat
dimungkinkan adanya pengaruh yang ikut mendororgrnga gagasan
tentang zakat sebagai pajak. Salah satu pemikiemiulF Rahman vyaitu
mengenai zakat sebagai pajak. Fazlur Rahman meggangahwa zakat
adalahthe only tax imposed by the Qurapajak yang diberlakukan oleh al-
Qur’an).

Pemikiran Fazlur Rahman mengenai zakat sebagak,pbg@lainan
dengan pemikiran Masdar Farid Mas’udi yang mengaigkajak itu zakat.
Tentang pelaksanaan zakat. Masdar mengatakan lspgéi halnya ruh dan
badan, zakat dan pajak memang berbeda, tetapi llakaieah. Zakat adalah
ruh dan pajak adalah badannya sebagai konsep kaagamakat bersifat
ruhaniah dan personal, sementara konsep kelembaigaapnakat itu sendiri

yang bersifat sosial, tidak lain pada apa yang ké&aal selama ini dengan

YFazlur Rahman,“Islamic Modernism: It's Scope, Methand Alternatives,International
Journal of Middle Eastern Studiegl. 1, 1970, hal. 327.
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sebutan pajak. Dalam pandangan Masdar zakat segumgg adalah ajaran
moral atau etika transendental untuk pajak senmabpé&njaannya yang pada
gilirannya juga untuk negafaMenurut analisis penulis, pendapat Masdar
lebih menekankan untuk pembayaran pajak, dengaaralbahwa pajak itu
zakat; uang Allah untuk kemaslahatan rakyat. Sddangnenurut Fazlur
Rahman zakat merupakan suatu pajak yang didaspsadanal-Qur’an.

Perintah zakat dapat dipahami sebagai satu kesatsi®m yang tak
terpisahkan dalam pencapaian kesejahteraan sasiab@i dari aspelal-
adalah al-ijtima>’iyah (keadilan sosial). Implikasi zakat dapat meminisiali
kesenjangan sosial dalam masyarakat, sebab zaletragkan dapat
meningkatkan dan menumbuhkan perekonomian baikvithdi maupun
masyarakat. Hal ini perlu dibuktikan dengan logi&konomi (kebijakan
fiskal), karena masih banyak orang yang mengangbapwa zakat
merupakan faktor pengurang pendapatan kena pagdorseng. Untuk itu,
para ekonom Islam dan ahli hukum Islam harus mamenjelaskan dengan
nalar yang dapat diterima oleh masyarakat yanghlabengedepankan
rasionalitas (masyarakat sekuler).

litihad dalam masalah zakat telah dilakukan padaamighulafaur
rasyidin. Pada masa kekhalifahan Abu Bakar terjpdmbangkangan

masyarakat dalam membayar zakat. Abu Bakar berpanhdaintuk

2 Masdar F. Mas'udiMenggagas Ulang Zakat sebagai Etika Pajak dan Heldtegara
untuk RakyatBandung: PT. Mizan Pustaka, 2005, hal.70.



78

memerangi mereka. Abu Bakar banyak mendapatik kdari Sahabat

yang lain, terutama Umar yang mengatakan bahwa jikaocsasg masih

mengucap dua kalimat syahadat, maka tidak boleleralgi. Namun

demikian, Abu Bakar tetap bersikeras untuk metapankan pendapatnya
hingga akhirnya para Sahabat yang lain menyetujan dnengakui

kebenarannya. Menurut penulis, sebagai kepalaraegmat itu, sikap Abu
Bakar untuk memerangi orang-orang yang enggan myanlzmakat adalah
tindakan yang tepat dan sesuai dengan tuntutana&eadKarena jika

sumber dana terkurangi, hal itu akan berpengaruda gaeberlangsungan
pemerintahan serta mengakibatkan terhalanginya kdamah untuk

mendapatkan haknya.

Pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah, beligak
memberikan bagian zakat kepada muallaf, padahandall-Qur'an surat
at-Taubah: 60 disebutkan bahwa di antara golongarerpma zakat adalah
al-muallafatu qulu>buh}um.Umar melakukan hal itu atas pertimbangan
bahwa Islam sudah kuat dan orang-orang yang basuknislam sudah
tidak perlu diperlakukan secara istimewa .

Penulis sepakat dengan pemikiran Fazlur Rahman wyastgetapkan
zakat sebagai pajak di Pakistan pada tahun 1966umneanalisis penulis

bahwa penetapan zakat sebagai pajak dapat dilakateen pertimbangan

% Masdar Farid Mas'udiPajak itu Zakat; Uang Allah untuk Kemaslahatan Rek@andung:
PT. Mizan Pustake2010, hal. 121.
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bahwa formulasi hukum islam tidak bersifat kaku dag@rhenti pada
pemahaman tekstual terhadap al-Qur'an dan sunnahbl.R&ebagali

contoh yaitu ijtihad yang dilakukan oleh abu bakim umar bin

khattab yang terlihat dari hasil contoh ijtihad sle&x bahwa ketika
merumuskan hukum Islam, kondisi sosiologis sensatidiperhatikan dan
mempunyai pengaruh di dalamnya. Ini menjadi ibukdhwa perhatian
terhadap realitas sosial memang ditekankarandatangka menentukan
hukum Islam.

Islam sebagai agama terakhir, yang diyakiebagai agama
yang s}a>lihun li kulli zama>n wa maka>ntentunya diharapkan bisa
menyikapi perkembangan zaman tersebut dengan aijakDemikian pula
hukum Islam yang dijadikan sandaran kaum muslinaiard melaksanakan
aktivitas kesehariannya, juga perlu memperhatileiitas kehidupan saat
ini. Hukum-hukum Islam hendaknya sejalan dengakgmbangan zaman,
sehingga ia menjadi hukum yang bisa dimengerti désa dijalankan
oleh masyarakat modern, tanpa adanya unsur penmakiaa pemberatan.
Untuk itu, dalam rangka merumuskan hukum Islam ,gleaman terhadap
realitas sosial kekinian menjadi penting. Gagaeasejalan dengan kaidah
ushul,taghayyuru al-ahka>m bi taghayyuri al-azminah wa ankinahyang

berarti bahwa penyempurnaan konsep hukum selalibati@an ruang dan
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waktu yang memagari masyarakatFazlur Rahman, seorang tokoh
pembaharu asal Pakistan mencetuskan pemikiranntgrganetapan zakat
sebagai pajak. Gagasan tersebut sekedar membemadit atas masalah
ekonomi yang terjadi di Pakistan pada masa AyyularKhPada masa
pemerintahan Ayyub khan pengelakan terhadap pemdayzakat masih

banyak terjadi. Hal itu dikarenakan zakat saatnitasih dipahami sebagai
zakat di abad pertengahan. Para kaum industrigmahami zakat ditunaikan
bagi mereka yang mempunyai surplus uang tunai,nggda bagi mereka

yang mempunyai sedikit surplus uang tunai tidakajibvkan berzakat (dan

karena itu bisa dikatakan “debitur”).

Menurut analisis penulis penetapan zakat sebag@k pgang
dicetuskan oleh Fazlur Rahman merupakan hasil pemilEazlur Rahman,
yang dimaksudkan agar sistem perpajakan yang adakistan dirasionalkan
dan diefesienkan dengan menetapkan kembali zak&t Zeyogyanya bisa
menjadi sumber penerimaan negara terbesar, karakstdh pada masa
pemerintahan Ayub Khan mayoritas penduduknya beragalam.

Menurut hemat penulis, inti dari pemikiran Fazluahifian mengenai
penetapan zakat sebagai pajak dipengaruhi oletaldisan Pertama,adalah
pergolakan pemikiran ideologis negara Pakistan padesa-masa awal

berdirinya, di mana Fazlur Rahman turut terlibatldiamnya. Zakat sebagai

* Said Agil Husin al-MunawarHukum Islam dan Pluralitas Sosjalakarta: Penamadani,
2004, hal.4.
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pajak yang ditetapkan oleh Fazlur Rahman dimaksudé@bagai solusi
kondisional PakistanKedua, penetapan pemikiran Fazlur Rahman tersebut
menggunakan prinsip pendekatan kontekstual, yaknetode yang
memandang adanya keterkaitan suatu pemikiran deinggkungannya atau
konteksnya.

Zakat merupakan sistem keuangan, ekonomi, sosiliikgnoral dan
agama sekaligus. Zakat merupakan sebuah sistenorekokarena zakat
merupakan pajak harta yang ditentukan. Ada yanggsebpajak individu
(seperti zakat fitrah) dan apa yang berupa paj&lyaan yang dipungut dari
modal dan pendapaan (seperti zakat mal). Zakatpakam sumber keuangan
negara (baitul mal) dalam islam yang dipergunakatuku membebaskan
setiap orang dari kesusahan dan menanggulangiltebuimasyarakat dalam
bidang ekonomi.

Zakat adalah sistem sosial, karena berfungsi mamakan manusia
dari keemahan baik karena faktor bawaan ataupwen&atecelakaan. Secara
filosofis sosial zakat dikaitkan dengan perinsigdtlilan sosial” dilihat dari
segi kebijaksanaan dan setrategi pembangunan ddnbaéi pendapatan
masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, gEaberantasan
kemiskinan (memperkecil kesenjangan antara si Bapgan si miskin).

Zakat juga merupakan sebuah sistem politik, kams@da dasarnya

kebijakan penghimpunan, pendistribusian dan perglmgaan zakat dikelola
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oleh negara melalui sebuah Iembaga khusus (amilatgzaklengan
memperhatikan asas keadilan.

Penetapan zakat sebagai pajak dapat menjadi efgébila didukung
adanya suatu institusi zakat yang disahkan ataembégakan oleh
pemerintah, sehingga zakat bisa berfungsi secakasimal dalam perannya
untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Hasilkran Fazlur Rahman
mengenai penetapan zakat sebagai pajak, jika digklam dengan
pengelolaan zakat di Indonesia yaitu pemerintaharssinya menetapkan
regulasi mengenai penetapan sanksi yang tegas pdaagi muzakki yang
mengelak membayar zakat oleh pemerintah Indonlealani dilakukan agar
zakat dapat berjalan secara maksimal dengan adamysi yang tegas bagi
muzakki yang mengelak membayar zakat. Seandainyeetgggan zakat
sebagai pajak yang dilakukan dalam suasana pekdsarakat yang belum
berjalan secara maksimal, maka hal ini akan mengyahg sumber
penerimaan negara. Pajak notabennya sebagai symeberimaan negara
terbesar di Indonesia, tentu saja penetapan zaMadgai pajak apabila
pelaksanaan zakat tidak berjalan maksimal tentun aeangat berpengaruh
pada kondisi perekonomian di Indonesia yang juganaknerembet ke
beberapa aspek dari tingkat kesejahteraan rakgatjigikan, kesehatan dan
semua aspek sosial masyarakat lainnya.

B. Analisis Metode Pemikiran Fazlur Rahman Terhadap Penetapan Zakat

Sebagai Pajak
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Menurut Fazlur Rahman, zakat merupakan satu-satpajak yang
ditetapkan dalam al-Qur'an. Konsep zakat merupaksptikasi dari prinsip

keadilan yang merata dalam al-Qur'an yang tertudaigm firman Allah QS.

al-H~asyr: 7:

M=K <+ S0 @AFLq 00 #er08

Fur200] SIS DO HERNLA€CRE 0O
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Artinya: “Apa saja harta rampasafia’() yang diberikan Allah kepada Rasul-
Nya (dari harta benda) yang berasal dari pendudtk-kota Maka
adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, aavadkk yatim,
orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam lpega, supaya
harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya di antara
kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka aéstmdan apa
yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dantakealah
kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukogzn

Walaupun ayat tersebut diturunkan sehubungan depegarbagian
harta rampasan perang kepada para Muhajirin yasginmtanpa mengikut
sertakan orang-orang Madinah yang lebih lumayanekegomiannya
sehingga mereka mengajukan keberatan, namun agabté menurut Fazlur
Rahman menunjukkan sebuah tema penting di dalamakseénaan ekonomi

al-Quran secara garis besarnya. Dengan demikigat &ersebut bagi
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penduduk Makkah ditunjukkan untuk memperingatkandpeuk Makkah
yang memupuk kekayaan dan memeras orang-orangnmsailangkan bagi
penduduk Madinah ayat tersebut berisi tentang &kedij ekonomi melalui
penetapan zakat.

Tujuan-tujuan zakat ini diterangkan secara mendditaialam QS. at-

taubah: 60, berikut ini:

26 O+ LAIOO0D W@a I & RNO* RO
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¢ O&7OME &N ¢ xHERNFQOOAD M wa 3¢
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Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalatukirorang-orang fakir,
orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, parallaf yang
dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orarag yang
berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka ysedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkéah, dan
Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Penafsiran Fazlur Rahman terhadap QS. at-Taubajaii0mengenai
kategori-kategori distribusi zakat memiliki cakupa@ang luas termasuk
kesejahteraan sosial yang terdiri dari membantungomang yang terjerat
hutang, gaji pegawai administratif (pengumpul pgjpengeluaran diplomasi
(untuk menarik hati orang-orang ke Islam), pertaimapendidikan, kesehatan

dan komuniaksi. Kategori-kategori tersebut sedesmikluasnya sehingga
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mencakup seluruh aktifitas negara sebagaimana kipkgn oleh Fazlur
Rahmar. Dilihat dari aspek maga>s}id sya>ri'ah, penetagahat sebagai
pajak bermaksud untuk menciptakan kesejahteraanyamrsdat yang

dilakukan dengan cara penafsiran kembali terhaddéggkri delaparashnaf

oleh Fazlur Rahman. Melalui penelitian yang mendalakan diketahui
bahwa semua syariat agama mengandung maksud, td@ramikmah bagi
kepentingan hamba. Semua perintah dan larangarmdaiariat agama
mengandung kemaslahatan, baik yang mudah diketaupun yang belum
diketahui karena akal manusia tidak mampu memahaminTuhan tidak
mensyariatkan hukum-hukum secara kebetulan danatéigmah. Syara’
bermaksud dengan hukum-hukum itu untuk mewujudkaksod-maksud
umum. Kita tidak dapat memahami hakikat nash terkkecjika Kkita

mengetahui apa yang dimaksud oleh syara’ dalam taggken nash-nash
syariat itu. Harus diingat bahwa petunjuk-peturipfezh dan ibarat-ibaratnya
kepada makna yang kadang-kadang mempunyai lebihsdar penafsiran
makna. Untuk mentarjih penafsiran makna yang leieipat maka perlu
memahami maksud syara’ (maqashid syari'ah). Sefgalum muamalah,
akal dapat mengetahui maksud-maksud syara’ dalametaggkan hukum

yaitu berdasarkan mendatangkan kemaslahatan bagismadan menolak

® Fazlur RahmanTema Pokok al-QuranTerj. Anas Mahyuddin, Bandung: Penerbit
Pustaka, 1995, hal. 60-61.
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masfadat terhadap mereka. Jadi segala yang membrméaat-maslahat
adalah mubah dan segala yang membawa madharatdateat@alah haram.
Fazlur Rahman merupakan seorang pemikir neomodeBeikaitan
dengan tema pemikiran Fazlur Rahman tentang zaketgai pajak, penulis
melihat adanya usaha Fazlur Rahman untuk meramodmdiaru, namun
sebenarnya metode pembaharuan hukum Islam yanghmhdean Fazlur
Rahman merupakan kelanjutan dari sebuah prosesakelsungan pemikiran
klasik. Metode yang digunakan Fazlur Rahman tengarnikirannya dalam
penetapan zakat sebagai pajak yaitu menggunakaodméafsir’, metode ini
merupakan metode yang ditawarkan Fazlur Rahmarkuntngatasi krisis
islam dan kemodernan. Metode tafsir yang digundkaziur Rahman terdiri
dari dua gerak ganda yang disebaitouble movement of interpretatiof”
Gerakardouble movemeiiazlur Rahman secara implisit menekankan
pada aspek pemikiran hukum islam. Langkah pertasmiadda gerakan tafsir
Fazlur Rahman adalah memahami ungkapan-ungkap&uran untuk
digeneralisasikan kepada prinsip-prinsip morallsténgan cara mengaitkan
ungkapan-ungkapan spesifik al-Qur'an beserta latakang sosio-historis
dan dengan mempetimbangkeatio legis (‘illat al-hukmu) yang dinyatakan
dalam ungkapan-ungkapan al-Qur'an. Langkah kedua matode tafsir

Fazlur Rahman adalah merumuskan prinsip-prinsiprrtersebut ke dalam

® Fazlur Rahman, Islam and Modernity: Transformatiof an Intellectual Tradition,
(Chicago and London: The University of Chicago, 29&al. 5.
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konteks sosio-hisoris aktual sekarang’iiemudian untuk mengoperasikan
metode ini, Fazlur Rahman menerapkan tiga tahapaity: pertama,
merumuskarworld view (pandangan dunia) atalieologyal-Qur'arf. Kedua,
mensistematiskan etika al-Quran, dan ketiga memlnkédn konteks al-
Qur'an pada masa kifi.

Istilah-istilah teknis yang digunakan Fazlur Rahnt@tam rumusan
metodiknya di atas, seperti istilalegal specifical-Qurar?, “prinsip moral-
sosial”, “latar belakang sosio-historis” ddratio legis (illat al-hukmu)”,
merupakan istilah-istilah teknis dalam disiplin unushul figh (pemikiran
hokum Islam). Istilah-istilah teknis tersebut daldanstruksi pemikiran
Fazlur Rahman merupakan “aturan-aturan (hukum)miskdalam aspek
hubungan kehidupan masyarakat”.

Fazlur Rahman menyebut metodenya sebagai metaieabQur’an,
tapi substansi metode tersebut hanya cocok diterapklam aspek tertentu
kandungan al-Qur'an, yakni aspek hukum Islam. Metddfsir Fazlur
Rahman tidak cocok diterapkan pada seluruh kandumgaur'an selain
hukum Islam. Jadi, metode tafsir Fazlur Rahman raecsubstansial
merupakan metode “ushul figh”. Dapat diduga aldsarlur Rahman dibalik

penyebutan istilah metodenya sebagai metode pesrafadalah perumusan

" Fazlur Rahmarislam and Modernityhal.5-6.

8 Adalah suatu pandangan di mana al-Qur'an hampshdimi dalam konteksnya yang tepat,
dalam artian konteks dan latarbelakang perjuangan n

® Sutrisno,Fazlur Rahman: Kajian terhadap Metode Epistomoldgn Sistem Pendidikan,
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hal.136.
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“nuansa baru” yang bermotif penafsiran dibandingtengan ushul figh yang
selama ini berkembang yang bermotif pemahaman semla. Pernyataan
Fazlur Rahman sendiri menegaskan bahwa upayaktialeyang terdiri dari
dua gerakan penafsiran tersebut, secara teknibulisgtihad” atau “jihad

intelektual”. Jelaslah ungkapan Fazlur Rahman betsmemperkuat analisis
penulis, bahwa metode Fazlur Rahman pada dasareyapakan metode
ushul figh. Adapun metode penafsiran tersebut nakap pendekatan
metodisnya.

Menurut analisis penulis, pemikiran Fazlur Rahmalamh penetapan
zakat sebagai pajak dengan menggunakan metodedafsgjan dua gerakan
ganda double movement of interpretatjoiyang telah dijelaskan di atas.
Metode tersebut menurut penulis terkandung unsjiarkashul figh. Hal ini
terbukti dengan adanya istilahatio legis (‘illat hukum)yang digunakan oleh
Fazlur Rahman. Iliat al-hukmu merupakan salah satu rukun dari giyas.
Metode qiyas adalah metode penggalian hukum islaemgah cara
menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yaak ada dasar
naginya dengan cara menganalogikan kepada sesuastip&riyang ada
nashnya dalam al-Qur‘an maupun Sunnah, karena agergamaarilfat al-
hukmu'® Dalam struktur giyas terdapat empat unsur yanggalerkait.
Pertama, al-as}lyaitu suatu kasus yang ada hukumnya dalam kedcua, al-

furu>’, yaitu suatu kasugang tidak ada hukumnya dalam tektiga, al-

19 Abdul Wahhab Khallafilmu Ushul Figh Semarang: Toha Putra, 1994,, hal. 66.
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h}ukm yaitu hukumas}l yang ada pada teks d&eempat, al-‘illaf yaitu
kondisi yang dijadikan landasan oleh hukum yang pwtemukaras} dan
furu>".* Qiyas merupakan penerapan hukum analogis terhad&pnmh
sesuatu yang serupa karena persamilan. ‘Dengan demikian, maka akan
melahirkan hukum yang sama pula antara peristiwey yalak ada nashnya
dengan peristiwa yang sudah ada nashnya dalamramQuaupun Sunnah.
Dengan demikian qiyas itu merupakan hal vyafigi dan ditetapkan
berdasarkan penalaran yang jernih, sebab asas ayijgd@h menghubungkan
dua masalah secara analogis berdasarkan persambaln dan sifat yang
membentuknya. Apabila pendekatan analogis itu makamtitik persamaan
antara sebab dan sifat-sifat antara dua masakébig; maka konsekuensinya
harus sama pula hukum yang ditetapKaf@perasional penggunaan giyas
dimulai dengan mengeluarkan hukum yang terdapata peasus yang
memiliki nash Cara ini memerlukan kerja nalar yang luar biasa tildak
cukup hanya dengan pemahantaiiaz saja. Selanjutnyanujtahi>d mencari
dan memilih ada tidaknyallat tersebut pada kasus yang tidak ada nashnya.
Apabila ternyata adallat, makamujtahi>d menggunakan ketentuan hokum
pada kedua kasus itu berdasarkan keaddian. ‘Dengan demikian, yang
dicari mujtahid disiniillat hukum yang terdapat pada nasiakum pokok):

Selanjutnya, jikaillat tersebut ternyata betul-betul terdapat pada kasnos |

! Ibid.,hal. 80.
12 Muhammad Abu Zahratyshul Figh Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hal. 337.
3 Rahmad Syafe‘ilmu Ushul Figh Bandung: Pustaka setia, 1998, hal. 87.



90

maka ketentuan hukum pada kasus-kasus itu adatah ysstu ketentuan
hukum yang terdapat pada nashenjalar pada kasus-kasus lain yang tidak
ada nashny&'

‘llat al-hukmu berarti ratio legis yaitu alasan di balik hukum.
Mengenai pemikiran Fazlur Rahman dalam penetapkat zebagai pajak,
ratio legis (lllat al-hukmu) tujuan pajak yaitu agar terjadi kesejahteraan
sosial, ekonomi, politik dan keuangan, dengan ddistribusi kekayaan
sehingga kekayaan tidak hanya berputar di kalangamg-orang kaya, hal ini
sesuai dengan tujuan zakat yang terdapat QS. gHasyang menetapkan
prinsip bahwa kekayaan tidak hanya berputar dingga orang-orang kaya.
Sistem distribusi zakat menurut Fazlur Rahman haliperluas sehingga
mencakup sektor investasi kekayaan dan selurutk gsgrmabiayaan negara.
Sistem distribusi zakat diperluas dimaksudkan agmat tidak dipahami
hanya sebagai sumbangan sukarela.

Fazlur Rahman mencetuskan pemikiran mengenai sakaigai pajak
dimaksudkan agar peran zakat di Pakistan itu malgilan posisi zakat tidak
tergeser dan tidak diambil alih oleh pajak sekpkta sebuah negara modern.
Metode yang digunakan Fazlur Rahman lebih menggmastilah dari unsur
Barat, ini dikarenakan Fazlur Rahman banyak merigkab waktunya
menempuh pendidikannya di Barat. Walaupun begiémikiran dan metode

yang digunakannya tidak berseberangan dengan higtam.

14 | bid.



